
 



 

 

 

 

 

 

                                                    

                                                BUPATI PINRANG 
 

      Pinrang, 13 Desember 2021 

     K e p a d a 

Nomor : 060/ 3083/ XII / Organisasi /2021 Yth. 1. Para Pimpinan OPD Lingkup  

Lampiran  : -   Pemkab. Pinrang 

Perihal : Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 

Optimalisasi Pelayanan Publik 

 2. 

 

3. 

Para Camat Lingkup Pemkab. 

Pinrang 

Para Kepala Puskesmas Se 

Kabupaten Pinrang 
 

     Masing-masing di Tempat 
   

 Berdasarkan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan 

Publik, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi 

Birokrasi Tahun 2010 - 2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 

2020-2024.  

Salah satu fokus dalam tahap reformasi birokrasi ini adalah peningkatan kualitas 

pelayanan publik, yang tujuannya untuk mewujudkan pemerataan kualitas di semua 

tingkatan penyelenggara pelayanan publik termasuk pemerintah daerah. Dalam 

peningkatan kualitas pelayanan publik tersebut terdapat tiga target. 

 Pertama, mewujudkan  pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan 

lebih mudah dijangkau). Kedua, meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh 

standarisasi pelayanan, dan ketiga, meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik. 

Sehubungan hal tersebut dengan ini hal tersebut dengan ini disampaikan kepada 

Bapak/Ibu untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 

1. Membentuk Tim Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat dan Forum Konsultasi 

Publik Tahun 2022 yang di sah kan dengan SK Pimpinan OPD / Unit Kerja; 

2. Membuat usulan nama petugas operator PINDU masing-masing OPD/Unit Kerja 

untuk masa kerja Tahun 2022 (Format Terlampir) yang selanjutnya akan dibuatkan 

SK Bupati. Petugas yang diusulkan bersedia dan proaktif dalam mengelola 

Informasi dan Pengaduan.  

3. Standar Pelayanan, Maklumat Pelayanan dan Motto Pelayanan di publikasikan di 

area ruang pelayanan (berupa Poster/Spanduk/Banner/Akrilik dll); 

4. Menyiapkan Front Office Layanan Informasi dan Pengaduan 

5. Menyiapkan Pojok Survei Kepuasan Masyarakat untuk kemudahan masyarakat 

melakukan Survei Kepuasan Masyarakat. 

6. Melakukan persiapan dalam rangka Penilaian Citra Pelayanan Prima Tahun 2022 

(Pedoman Penilaian berdasarkan Permenpan 17 Tahun 2017 tentang Pedoman 

Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ) 

7. Menyiapkan Bahan dan Data Inovasi yang akan diikutsertakan dalam Kompetisi 

Inovasi Pelayanan Publik Kab. Pinrang Tahun 2022. 

8. SK Tim dan Usulan Petugas Operator Pindu diterima paling lambat tanggal 12 

Januari 2022 melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kab. Pinrang. 

  

  Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas 

perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih. 

 

BUPATI PINRANG 

 

 

IRWAN HAMID 

Tembusan: 

1. Pertinggal,- 
 

Catatan : Contoh SK Tim dan Usulan Operator PINDU dapat diunduh di http://s.id/-M7M1 
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BUPATI PINRANG 

Pinrang. 20 April 2022 

Kepada 
Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang 

2. Para Staf Ahli Lingkup Pemda Kab. Pinrang 
3. Para Asisten Setda Kab. Pinrang 
4. Para Kepala OPD Lingkup Pemerintah 

Kab. Pinrang 
5. Perusahaan Daerah Kab. Pinrang 
6. Para Kepala Bagian Setda Kab. Pinrang 
7. Para Camat dan Lurah Lingkup 

Pemerintah Kab. Pinrang 
8. Para Kepala Desa Se-Kabupaten Pinrang 
9. Para Kepala Puskesmas Se-Kabupaten 

Pinrang 
10. Para Kepala Sekolah SD dan BMP Se-

Kabupaten Pinrang 
Di 

Pinrang 

SURAT EDARAN 
Nomor: 700/7i^<jyinspekda/IV/2022 

TENTANG 
PENCEGAHAN GRATIFIKASI TERKAIT 

HARI KEAGAMAAN 

Menindaklanjuti Surat Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 
09 Tahun 2022 tanggal 11 April 2022 tentang Pengendalian Gratifikasi Terkait Momen Hari Raya, 
dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam pasal 6 huruf a dinyatakan bahwa Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan tindakan-tindakan pencegahan sehingga 
tidak terjadi tindak pidana korupsi. Oleh karena itu dalam rangka mendukung upaya pencegahan 
korupsi terkait dengan Hari Raya kami mengimbau kepada seluruh pimpinan Perangkat Daerah 
bersama seluruh jajarannya hal-hal sebagai berikut: 

1) Perayaan Hari Raya sepatutnya tidak dilaksanakan secara beilebihan yang menyebabkan 
peningkatan pengeluaran yang tidak dibutuhkan, peka terhadap lingkungan sosial dan 
mematuhi peraturan perundang-undangan. 

2) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan yang baik bagi 
masyarakat dengan tidak melakukan permintaan, pemberian dan penerimaan gratifikasi 
yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya dan 
tidak memanfaatkan kondisi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) atau 
perayaan hari raya untuk melakukan tindakan koruptif. Tindakan tersebut dapat 
menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki 
risiko sanksi pidana. 



3) Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi yang berhubungan 
dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK 
dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gratifikasi. 

4) Permintaan dana dan/atau hadiah sebagai Tunjangan Hari Raya (THR) atau dengan sebutan 
lain oleh Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara, baik secara individu maupun 
mengatasnamakan institusi daerah kepada masyarakat, perusahaan, dan/atau Pegawai Negeri dan 
Penyelenggara Negara/lainnya, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan 
yang dilarang dan berimplikasi pada tindak pidana korupsi. 

5) Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan yang mudah rusak dan/atau 
kadaluarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, pantijompo atau 
pihak yang membutuhkan dan melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) 
bertempat di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang disertai penjelasan dan 
dokumentasi penyerahannya. Selanjutnya UPG melaporkan ke KPK. 

6) Menolak gratifikasi baik berupa uang, bingkisan/parsel, fasilitas, dan bentuk pemberian 
lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau 
tugasnya; 

7) Tidak diperkenankan menggunakan fasilitas dinas. Fasilitas dinas seharusnya hanya 
digunakan untuk kepentingan terkait kedinasan.; dan 

8) Melakukan tindakan pencegahan korupsi seperti menerbitkan surat secara terbuka yang 
ditujukan kepada para pemangku kepentingan agar tidak memberikan gratifikasi dalam 
bentuk apapun kepada pegawai di lingkungan kerja masing-masing. 

9) Informasi lebih lanjut terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan 
gratifikasi dapat diakses pada tautan www.kpk.go.id/gratifikasiatau menghubungi Layanan 
Informasi Publik KPK pada nomor telepon 198. Pelaporan gratifikasi dapat disampaikan 
kepada KPK melalui aplikasi pelaporan Gratifikasi Online (GOL) pada tautan 
http://gol.kpk.go.id surat elektronik di alamat pelaporan.gratifikasi(a)kpk.go.idatau alamat 
pos KPK. Aplikasi pelaporan online (GOL mobile) dapat di unduh di Play Store atau App 
Store dengan kata kunci : GOL KPK, Gratifikasi KPK. Dapat pula menghubungi UPG 
Kabupaten Pinrang pada Inspektorat Daerah Kabupaten Pinrang melalui telepon/ Fax 
(0421) 921302 Pelaporan gratifikasi dapat disampaikankepada Inspektorat Daerah 
Kabupaten Pinrang secara langsung dan menghubungi UPG Kabupaten Pinrang, Jl. 
Gatot Subroto No. 2, Kota Pinrang. 

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh 
tanggung jawab. 

Tembusan Yth. 
1. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Rl di Jakarta 
2. Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar 
3. Ketua DPRD Kabupaten Pinrang di Pinrang 

PARAF KOORDINASI 
ASISTEN 

INSPEKTUR 

SEKRETARIS 

INSPEKTORPEMBANTU 

http://www.kpk.go.id/gratifikasiatau
http://gol.kpk.go.id






https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k
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